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ABSTRAK

Ketentuan mengenai perjanjian kredit dengan memambahkan pembebanan rumah
apung sabagai objek agunan diatur di dalam KUHPerdata, UU Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan, UU Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian
kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank mewajibkan untuk diadakannya
jaminan sebagai syarat pencairan kredit dan meminimalkan adanya resiko kredit. Rumah
apung yang merupakan rumah dengan konstruksi yang tidak melekat dengan tanah
melainkan berpondasi dengan sistem pengapungan dan dapat berpindah pindah yang
biasanya di sebabkan oleh faktor cuaca dan sumber daya ikan di daerah tersebut secara
yuridis dapat dijadikan sebagai jaminan, yang selanjutnya akan diikat dengan lembaga
jaminan fidusia dalam rangka meminimalkan resiko kegagalan atau kemacetan dalam
pelunasan utang piutang dengan pihak bank. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui
pengaturan hukum mengenai konstruksi rumah apung, lembaga jaminan apa yang bisa
dipergunakan untuk mengikat rumah apung sebagai jaminan kredit, serta mengetahui
prosedur pengajuan rumah apung yang dijadikan sebagai jaminan kredit. Penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian normatif yang bersifat deksriptif. Dengan
menggunakan data sekunder dari bahan bukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian
ini hasilnya adalah pengaturan mengenai konstruksi rumah apung hingga saat ini tidak
ada yang mengatur secara eksplisit karena tidak adanya undang-undang yang mengatur
tentang rumah apung.
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JURIDICAL STUDY OF THE EXISTENCE OF A FLOATING
HOUSE AS THE OBJECT OF COLLATERAL IN
CREDIT AGREEMENT

ABSTRACT

Provisions regarding credit agreements by adding the loading of floating houses as
collateral objects are regulated in the Civil Code, Law Number 10 of 1998 concerning
Banking, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Credit agreements
made by bank financial institutions require the existence of guarantees as a condition for
credit disbursement and minimize credit risk. A floating house which is a house with a
construction that is not attached to the ground but based on a floating system and can
move around which is usually caused by weather factors and fish resources in the area
can legally be used as collateral, which will then be tied to a fiduciary guarantee
institution. in order to minimize the risk of failure or congestion in paying off debts with the
bank. This study aims to find out the legal arrangements regarding floating house
construction, what guarantee institutions can be used to bind floating houses as credit
guarantees, and to know the procedures for submitting floating houses as credit
guarantees. This research uses a descriptive normative research approach. By using
secondary data from primary, secondary and tertiary book materials. The result of this
research is that there is no regulation regarding the construction of floating houses until
now there is no explicit regulation because there is no law that regulates floating houses.

Keywords: Floating house, collateral, credit agreement.



PENDAHULUAN

Perjanjian kredit adalah
perjanjian mengikat antara debitur
dengan kreditur dalam hal ini
lembaga keuangan bank (sebagai
kreditur) yang menimbulkan
hubungan hutang piutang, dimana
debitur diwajibkan membayar
kembali pinjaman yang diberikan
oleh kreditur, berdasarkan syarat
dan kondisi yang telah disepakati
oleh para pihak. Salah satu usaha
bank untuk menjalankan fungsinya
adalah memberikan kredit kepada
masyarakat yang membutuhkan.

Perbankan sebagai lembaga
keuangan berorientasi bisnis
melakukan  berbagai  transaksi.

Transaksi perbankan yang utama
adalah menghimpun dana (funding)
dan menyalurkan dana (lending) di
samping itu transaksi perbankan
lainnya dalam rangka mendukung
kegiatan menghimpun dan
menyalurkan dana adalah
memberikan jasa-jasa perbankan
lainnya (services).

Kredit adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian
bunga. Pemberian kredit
mengandung resiko kegagalan atau
kemacetan dalam pelunasannya
sehingga dapat berpengaruh
terhadap bank. Resiko yang
dihadapi bank dapat berpengaruh
pula kepada keamanan dana
masyarakat yang disimpan di bank.
Oleh karena itu, untuk memelihara
kesehatan dan meningkatkan daya
tahannya, bank diwajibkan
menyebar resiko dengan mengatur
penyaluran kredit sedemikian rupa
sehingga tidak terpusat pada debitur

atau kelompok debitur tertentu.
Pemberian kredit pada umunya
harus diadakannya suatu perjanjian.
Perjanjian kredit  terdiri dari
perjanjian pokok yaitu perjanjian
utang piutang yang diikuti dengan
perjanjian ikutan (accesoir) berupa
perjanjian pemberian jaminan oleh
pihak  debitor. Dalam rangka
pemberian kredit perbankan
sehubungan dengan pemberian
jaminan kredit oleh (calon) debitur
kepada bank dan penilaiannya oleh
bank yang bersangkutan. Calon
debitur disyaratkan oleh bank untuk
menyerahkan jaminan kredit
berkenaan dengan permohonan
kredit yang diajukannya kepada
bank. Begitu pula debitur sering kali
diminta untuk memberikan
tambahan jaminan kredit karena
suatu alasan. Bank  berhak
melakukan  penilaian  kelayakan
terhadap suatu objek jaminan kredit
yang akan diterimanya serta
menentukan kecukupan nilai baik
dan berharganya suatu objek
jaminan dibandingkan dengan nilai
kredit yang akan disetujui bank.
Kegiatan usaha yang dilakukan bank
sarat akan risiko,maka bank wajib
untuk mengelola resiko tersebut.
Risiko kredit adalah risiko akibat
kegagalan debitur dan/atau pihak
lain dalam memenuhi kewajiban
kepada bank (kredit macet).

Objek jaminan utang yang
biasanya digunakan dalam suatu
utang-piutang, umumnya jaminan
kredit perbankan dapat
dikelompokkan menjadi tiga
kelompok yang meliputi barang
bergerak, barang tidak bergerak,
dan jaminan perorangan
(penanggungan utang). Barang tidak
bergerak dapat berupa tanah dan
benda-benda yang berkaitan atau
melekat dengan tanah seperti rumah
tinggal, gedung kantor, gudang hotel
dan sebagainya. Dalam kehidupan



dimasyarakat rumah ada yang
terletak di daratan atau melekat
dengan tanah dan ada juga rumah
yang mengapung diatas permukaan
air dengan system pengapungan.
Dengan kondisi Indonesia yang
memiliki  perairan yang luas
memungkinkan untuk masyarakat
memanfaatkan peraitan sebagai
rumah tinggal sekaligus sumber
mata pencaharian dan pangan
khususnya untuk para nelayan.
Didaerah pesisir pantai khususnya
banyak kita dapati rumah dengan
kondisi terapung karena
menggunakan system pengapungan
berupa bambu maupun drum.
Jaminan berupa rumah apung yang
diberikan calon debitor akan diikat
dengan suatu hak atas jaminan
sesuai dengan jenis jaminan yang
diserahkan, jaminan merupakan
langkah terakhir jika debitor tidak
dapat melaksanakan kewajibannya
lagi untuk membayar kreditnya
kepada bank. Jaminan yang
diperjanjiakan  dalam  perjanjian
tambahan dibuat secara khusus
dalam bentuk perjanjian jaminan
yang Dbersifat kebendaan, yang
dapat mengikat rumah apung
tergolong dalam lembaga jaminan
hipotek, gadai, fidusia, ataupun hak
tanggungan. Serta prosedur
pengajuan rumah apung Yyang
dijadikan sebagai agunan/jaminan
kredit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan memaparkan
analisi keberadaan rumah apung
sebagai objek agunan dalam
perjanjian kredit. Maka penelitian ini
merupakan penelitian hukum
normatif (yuridis normatife).
Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan pendekatan
undang-undang. Penelitian ini akan
membedah tentang keberadaan
rumah apung sebagai objek agunan

dalam perjanjian kredit, penelitian ini
adalah penelitian deskriptif. Sumber
data dalam penelitian ini didapatkan
melalui: data yang bersumber dari
hukum islam dan data sekunder.
Alat  pengumpulan data yang
dipergunakan dalam penelitian ini
untuk mendapatkan gambaran atau
informasi tentang penelitian yang
sejenis atau berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti dilakukan
dengan melalui studi kepustakaan
(library research) dilakukan dengan
mengumpulkan data-datadari
internet, jurnal dan ensiklopedia
untuk menghimpun data sekunder
yang dibutuhkan dalam penelitian.
Dalam pelaksaan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia tidak memberikan
kepastian hukum vyang jelas
mengenai rumah apung Yyang
dijadikan objek agunan kredit.
Permasalahan yang timbul
setidaknya meliputi kepastian hukum
terhadap rumah apungyang
dijadikan objek agunan kredit dan
apakah rumah apung termasuk
dalam kategori sebagai objek
agunan. Keseluruhan permasalahan
tersebut akan dianalisis secara
kualitatif dalam penelitian ini.

HASIL
Pengaturan Hukum  Mengenai
Konstruksi Rumah Apung

Rumah  apung  merupakan
rumah yang memiliki konstruksi yang
tidak melekat atau menempel diatas
tanah  melainkan  menggunakan
system pengapungan diatas air
menggunakan kayu, drum, bamboo,
ataupun pelampung yang dapat

dipindah-pindahkan sesuai
memauan penghuni rumah apung,
perpindahan rumah apung

dikarenakan beberapa faktor,yaitu
kondisi cuaca, kondisi sumber daya
(ikan), dan lainnya. System ini
banyak digunakan pada permukiman



yang dibangun pada wilayah
perairan, misalnya permukiman
nelayan, di daerah pesisir, di
daerah-daerah yang lebih luas
daerah perairannya  dibanding
daratan. Belum ada aturan hukum
yang secara tegas mengatur
mengenai rumah apung. Sehingga
dari aspek hukum rumah apung
tidak dapat dipersamakan dengan
rumah pada umumnya.

Konstruksi tersebut  dapat
mengklasifikasikan kedudukan
rumah apung dalam hukum benda
yang merupakan objek yang lazim
dibebani jaminan sebagai syarat
pencairan kredit dalam perjanjian
kredit yang dilakukan oleh bank,
sesuai isi Pasal 1 Angka 23 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan “Agunan adalah
jaminan  tambahan  diserahkan
kepada nasabah debitur kepada
bank dalam rangka mendapatkan
fasilitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah”.
Lembaga Jaminan Yang Bisa
Dipergunakan Untuk Mengikat
Rumah Apung Sebagai Jaminan
Kredit

Menurut ketentuan Pasal 1 butir
23 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan
agunan adalah jaminan tambahan
yang diserahkan Nasabah Debitur
kepada bank dalam rangka
pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah. Dengan demikian, agunan
dalam hal ini merupakan jaminan
tambahan (accesaoir) yang
diserahkan oleh debitor kepada
bank dengan tujuan untuk
mendapatkan pinjaman dana dari
bank. Fungsi jaminan kredit adalah
untuk: 1. Memberikan hak dan
kekuasaan kepada bank untuk
mendapatkan pelunasan dari hasil
penjualan barang-barang jaminan
tersebut jika debitor wanprestasi

dengan tidak melunasi utangnya
pada waktu yang telah ditentukan. 2.
Menjamin agar nasabah atau debitor
berperan serta dalam transaksi
untuk membiayai usahanya,
sehingga mencegah kemungkinan
meninggalkan usaha atau proyeknya
dengan  merugikan diri  atau
perusahaanya 3. Memberi dorongan
kepada debitur untuk memenuhi
perjanjian kredit (utang).
Lembaga-lembaga jaminan
diatur dengan peraturan perundang-
undangan yang berbeda dan akan

memberikan kepastian hukum
kepada kreditor dan pemilik objek
jaminan utang, peraturan
perundang-undangan masing-
masing lembaga jaminan

memberikan ketentuan mengenai
mekanisme pengikatan objek
jaminan utang yang harus dipenuhi
oleh pihak-pihak yang
berkepentingan. Lembaga
jaminannya adalah gadai, hipotek,
hak tanggungan, dan fidusia.
Lembaga Jaminan Yang Bisa
Dipergunakan Untuk Mengikat
Rumah Apung Sebagai Jaminan
Kredit

Rumah  apung  merupakan
benda bergerak dengan konstruksi
sistem pengapungan dan dapat
berpindah atau dipindahkan dapat
dibebankan dengan jaminan fidusia.
Sesuai dengan isi Pasal 509
KUHPerdata yang berbunyi: “Barang
bergerak karena sifatnya adalah
barang yang dapat perpindah sendiri
atau dipindahkan”. Pasal 1 angka (2)
Undang-Undang Fidusia
menyebutkan bahwa objek jaminan
fidusia adalah benda bergerak baik
yang berwujud maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan;
ketentuan ini kemudian dilanjutkan
dengan Pasal 1 angka (4) Undang-
Undang Fidusia yang memberikan



definisi benda sebagai segala
sesuatu yang dapat dimiliki dan
dialihkan, baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud , yang
terdaftar maupun yang tidak
terdaftar, yang bergerak maupun
yang tidak bergerak yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan dan
hipotik. Dari penjelasan tentang
objek jaminan fidusia rumah apung
termasuk dalam objek tersebut
karena rumah apung merupakan
benda bergerak. Dalam jaminan
fidusia benda yang dibebani jaminan
fidusia  tetap berada  dalam
penguasaan pemberi fidusia. Oleh
karena itu, rumah apung dapat
dibebani jaminan fidusia karena
merupakan benda bergerak dan
penguasaan rumah apung yang
telah dijadikan jaminan fidusia tetap
berada dalam penguasaan pemilik
rumah apung yang juga digunakan
sebagai rumah tinggal oleh pemilik
rumah apung. Sistem kepemilikan
benda bergerak diatur dalam Buku Il
KUHPerdata dalam Pasal 1977
Alinea 1 yang berbunyi: “Barang
siapa menguasai barang bergerak
yang bukan merupakan bunga dan
piutang yang tidak harus dibayar
atas tunjuk, dianggap sebagai
pemiliknya sepenuhnya”. Rumah
apung merupakan benda yang
dikategorikan sebagai benda
bergerak yang sistem
kepemilikannya sesuai dengan
Pasal 1977 Alinea 1 KUHPerdata,
yang berarti bahwa orang yang
menempati rumah apung tersebut
dianggap sebagai pemilik
sepenuhnya.

Rumah apung dalam hal ini
tidak dapat di bebani jaminan gadai,
hipotik maupun hak tanggungan
dikarenakan kondisi rumah apung
yang bertentangan dengan objek
yang dapat dibebankan dengan
jaminan tersebut. Dalam jaminan
gadai objek yang dapat dijadikan

jaminan berupa benda bergerak baik
yang berupa benda bergerak
berwujud kecuali kapal-kapal yang
terdaftar pada register kapal,
maupun benda bergerak tidak
berwujud yang berupa hak-hak.

Jaminan gadai dan fidusia
mempunyai objek yang sama yakni
sama-sama benda bergerak, akan
tetapi di antara keduanya terdapat
perbedaan, perbedaannya yaitu
lembaga jaminan fidusia dibebankan
terhadap benda bukan tanah yang
penguasaannya tetap berada di
tangan pemberi fidusia, sedangkan
lembaga gadai dibebankan kepada
benda bukan tanah yang
penguasaanya diberikan kepada
penerima gadai.123 Jaminan hipotek
objeknya berupa benda tidak
bergerak, benda tidak bergerak yang
dijadikan objek hipotek antara lain
adalah kapal laut dan pesawat udara
dengan ukuran isi kotor sekurang-
kurangnya 20 Rumah apung
tentunya tidak dapat dibebani
sebagai jaminan hipotik.
Prosedur Pengajuan Rumah
Apung Yang Dijadikan Sebagai
Jaminan Kredit

Rumah apung dalam penjelasan
sebelumnya merupakan benda
bergerak yang dapat dibebani
jaminan fidusia. Sesuai dengan isi
Pasal 4 Undang-Undang Fidusia
dinyatakan bahwa jaminan fidusia
adalah perjanjian tambahan dari
suatu  perjanjian  pokok  yang
menimbulkan kewajiban bagi para
pihak untuk melunasi suatu prestasi.
Artinya pengikatan jaminan jaminan
fidusia yang dituangkan dalam
perjanjian adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian kredit,
atau perjanjian lainnya yang
berkaitan dengan utang piutang.
Prosedur pengajuan kredit dengan
lembaga jaminan fidusia dilakukan
melalui beberapa tahapan:

A. Permohonan kredit.



Tahapan pertama pihak debitor
mengisi formulir permohonan kredit.
Formulir permohonan kredit berisi
data pribadi pemohon, diantaranya
nama lengkap, alamat, jenis
kelamin, tempat tanggal lahir, dan
pekerjaan pemohon. Selanjutnya
debitur juga diminta untuk mengisi
jumlah pinjaman yang diminta dan
bentuk  jaminan yang akan
diserahkan di pihak bank. adapun
tujuan dari data-data tersebut yaitu
untuk mengetahui identitas debitor
secara lengkap serta tujuan dari
debitor mengambil kredit. Selesai
mengisi formulir permohonan kredit,
selanjutnya pihak bank akan
mencatat permohonan pengajuan
kredit untuk diproses.

B. Analisis kredit.

Tahap analisis kredit pihak bank
diwajibkan berpedoman pada prinsip
5C yaitu Character, Capasity,
Capital, Condition, dan Collateral
untuk menganalisis persyaratan-
persyaratan yang diajukan debitur.
Tujuan dari tahap analisis kredit
merupakan tahap yang dilakukan
untuk mengetahui apakah semua
persyaratan yang diajukan oleh
debitur telah lengkap atau belum.

C.Pemberian keputusan

Perjanjian kredit dan penyerahan
pinjaman. Pemberian keputusan
kredit dilakukan oleh bagian kredit
bank mengeluarkan surat
persetujuan tertulis yang
menyatakan bahwasanya pihak
bank menyetujui untuk memberikan
kredit kepada debitor. Selanjutnya
para pihak akan mengadakan
perjanjian yaitu perjanjian kredit dan
ditandatangani oleh kedua belah
pihak. Dengan telah diadakannya
perjanjian kredit yang mengikat
antara pihak bank dengan debitor
maka tahap selanjutnya adalah
penyerahan pinjaman.

D. Pembuatan akta jaminan
fidusia dan pendaftaran akta
jaminan fidusia
Pembebanan dan pendaftaran
Jaminan Fidusia: 1. Pembebanan
Jaminan  Fidusia ~ Pembebanan
jaminan fidusia memiliki dua tahap,
tahap pertama vyaitu pembuatan
perjanjian pokok seperti perjanjian
kredit atau utang piutang, dan tahap
kedua yaitu pembuatan akta jaminan
fidusia.  Tahapan  pembebanan
jaminan fidusia tersebut meliputi:
a) Pembuatan Perjanjian Pokok
Pasal 4 Undang-Undang Fidusia
menyatakan bahwa jaminan
fidusia adalah perjanjian
tambahan dari suatu perjanjian
pokok  yang menumbulkan
kewajiban bagi para pihak untuk
memenuhi suatu prestasi.
Ketentuan ini  menegaskan
kembali  karakteristik jaminan
fidusia yang bersifat accesoir
atau sebagai suatu perjanjian
tambahan, sehingga  untuk
membebankan jaminan fidusia
terlebih dahulu harus dibuat
perjanjian pokoknya. Pembuatan
perjanjian  pokok ini  bisa
diadakan dengan akta di bawah
tangan (yang dibuat sendiri oleh
kreditor dan debitor) atau
dengan akta otentik yang dibuat
oleh dan/atau dihadapan
notaries. b) Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia. Setelah para
pihak  menyetujui  perjanjian
pokoknya, para pihak
selanjutnya menetapkan jaminan
yang akan dibebankan atas
perjanjian pokok tersebut,
dilakukan dengan pembebanan
jaminan fidusia dengan membuat
akta jaminan fidusia atas objek
jaminan fidusia, akta jaminan
fidusia ini ditandatangani oleh
kreditor sebagai penerima fidusia
dan oleh pemberi fidusia (dapat



dilakukan debitur atau pihak
ketiga pemilik benda).
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia
Setelah pembebanan jaminan
fidusia selesai dilakukan, tahap
selanjutnya yang wajib dilakukan
adalah  pendaftaran jaminan
fidusia. Sebelum dikenalnya
pendafatran secara elektronik,
pendafatarn fidusia dilakukan
secara manual sesuai ketentuan
Undang-Undang Fidusia dan
Peraturan pelaksananya.
Pernyataan pendaftaran jaminan
fidusia yang dilampirkan dalam
permohonan pembebanan
jaminan fidusia dibuat setidaknya
memuat: Data pribadi pihak
pemberi dan penerima fidusia. 2.
Data perjanjian pokok yang
dijamin dengan fidusia, yaitu
macam perjanjian dan utang
yang dijamin dengan jaminan
fidusia. 3. Penjelasan mengenai
benda yang menjadi objek
jaminan  fidusia. 4. Nilai
penjaminan fidusia. 5. Nilai
benda yang menjadi objek
jaminan fidusia.

Setelah dipenuhinya persyaratan
permohonan di atas sesuai dengan
ketentuan, permohonan
pembebanan jaminan fidusia ini
selanjutnya  ditindaklanjuti  oleh
kantor pendaftaran fidusia dengan
mencatat jaminan fidusia tersebut
dengan Buku Daftar Fidusia pada
tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonan
pendafatran.

Berdasarkan hal tersebut, jelas
bahwa perbuatan kunstitutif yang
melahirkan jaminan fidusia adalah
pendaftaran atau pencatatan
jaminan fidusia dalam buku daftar
fidusia. Meskipun perjanjian
pembebanan jaminan fidusia telah
dibuat dengan akta otentik, tanpa
dilakukannya  pendaftaran  atau
pencatatan jaminan fidusia di buku

daftar jaminan fidusia, maka jaminan
fidusia tersebut dianggap belum
ada.

Setelah jaminan fidusia dicatat
dalam buku daftar fidusia, sebagai
bukti bahwa penerima fidusia sudah
mendaftarkan jaminan fidusia
sehingga memiliki hak untuk
mendahului dan hak-hak lain yang
melekat kepada penerima fidusia
menurut  undang-undang, kantor
pendaftaran fidusia kemudian
menerbitkan  Sertifikat ~ Jaminan
Fidusia yang merupakan salinan dari
buku daftar fidusia dengan memuat
catatan tentang hal-hal
sebagaimana yang tercantum dalam
pernyataan pendaftaran jaminan
fidusia. Penerbitan dan penyerahan
sertifikat jaminan fidusia dilakukan
pada tanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan permohonan
pendaftaran fidusia.

Lahirnya perjanjian fidusia maka
para pihak, khususnya kreditor
memperoleh keuntungan-
keuntungan yang ada dalam UU
Fidusia, seperti kedudukan sebagai
kreditor sebagai hak preferent dan
berlaku sifat droit de suite bagi
benda jaminan. Hak preferent yaitu
penerima fidusia memiliki hak
pelunasan utang yang didahulukan
terhadap kreditor lainnya atas hasil
eksekusi benda jaminan debitor.
Berdasarkan sifat kebendaan droit
de suite jaminan fidusia tetap
mengikuti benda yang menjadi objek
jaminan fidusia dalam tangan
siapapun benda tersebut berada.
Artinya kepada siapapun benda
jaminan debitor berada maka benda
tersebut tetap dianggap sebagai
benda jaminan yang telah diikat
dengan fidusia.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai
konstruksi rumah apung tidak diatur
secara tegas dalam undang-undang.



Konstruksi rumah apung vyang
merupakan rumah yang tidak
melekat atau menempel dengan
tanah melainkan berpondasi dengan
sistem pengapungan menggunakan
kayu, bambu dan lainnya dan dapat
berpindah karena factor cuaca,
sumber daya ikan dan lainnya dapat
diklasifikasikan sebagai suatu benda
yang selanjutnya rumah apung
dapat dijadikan sebagai suatu objek
yang paling umum dibebani sebagai
objek jaminan dalam perjanjian
kredit yang dilakukan oleh bank.
rumah apung dengan konstruksi
tersebut  dapat  diklasifikasikan
sebagai benda bergerak. Sesuai isi
Pasal 509 KUHPerdata yaitu “Benda
bergerak karena sifatnya adalah
benda yang dapat berpidah atau
dipindahkan”.

Lembaga jaminan yang bisa
digunakan untuk mengikat rumah
apung dengan konstruksi yang tidak
melekat dengan  tanah dan
berpondasi dengan sistem
pengapungan menggunakan kayu,
bamboo dan lainnya sebagai
jaminan  kredit yaitu lembaga
jaminan fidusia yang objeknya
adalah benda bergerak dan objek
jaminan (rumah apung) dalam
lembaga jaminan fidusia tetap
berada dalam penguasaan pemberi
fidusia. Dikarenakan rumah apung
juga digunakan sebagai rumah
tinggal oleh pemiliknya.

Prosedur pengajuan rumah
apung vyang dijadikan sebagai
jaminan kredit dilakukan dengan
pengajuan kredit dengan jaminan
fidusia oleh bank, vyaitu: 1)
permohonan kredir, 2) analisis
kredit, 3) Pemberian keputusan,
perjanjian kredit, penyerahan
pinjaman, 4) pembuatan akta
jaminan dan pendaftaran akta
jaminan tambahan dalam hal ini
adalah pembuatan akta jaminan

fidusia dan pendaftaran
fidusia.

jaminan
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